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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MALINAU
NOMOR :04 /SK/DPMD/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MALINAU

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MALINAU

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Malinau Nomor 3
Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama
Pemerintah  Daerah  Tahun 2016-2021, perlu
menetapkan Indikator Utama di Lingkungan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Malinau;

b. bahwa penetapan Indikator Utama sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan
dengan surat keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Malinau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan  Kabupaten @~ Nunukan, Kabupaten
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Timur Dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukkan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5362);

3. Undang — undang
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Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Organisasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125
Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4594);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Nomor
4438 Tahun 2004);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5239);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar sk
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Re ublik
Indonesia Tahun 2005 Nomor
Lembaran Negara Republik Indonesi

Peraturan Pemerintah Nomor 8 T
Pelaporan Keuangan dan K1ne 'a
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Menetapkan

KESATU

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007  tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2021-2026 ( Lembaran Daerah Kabupaten
Malinau Tahun 2021 Nomor 2 )

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN  KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKATDAN DESA  KABUPATEN
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA U
LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MA
DAN DESA KABUPATEN MALINAU. .

Indikator Kinerja Utama di
Pemberdayaan Masyarakat dz
dengan rincian . |
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang
digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Malinau dalam menetapkan rencana
kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan
anggaran, menyusun dokumen penetapan Kkinerja,
menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan
evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen
Rencana Strategis ( RENSTRA) Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau Tahun 2021-
2026.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada

diktum KESATU,disusun dengan mengacu kepada
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Malinau
dan ditetapkan dalam bentuk keputusan Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan

dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malinau
P}ﬂ&i‘ ariggal, 3 Februari
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